
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR   67  TAHUN 2005 

TENTANG 

KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA  

DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang :  a. bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan 

berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk 

mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta 

untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam pergaulan global; 

 b. bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, 

dipandang perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif 

guna menciptakan iklim investasi untuk mendorong keikutsertaan 

badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip 

usaha secara sehat; 

 c. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama antara 

pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan 

jasa pelayanan terkait, perlu pengaturan guna melindungi dan 

mengamankan kepentingan konsumen, masyarakat, dan badan 

usaha secara adil; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Presiden tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha 

Dalam Penyediaan Infrastruktur; 

 

 

Mengingat : ... 
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Mengingat :  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945;  

 2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4430) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 

32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 36); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH 

DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan : 

1. Menteri/Kepala Lembaga adalah pimpinan kementerian/ 

lembaga yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya 

meliputi sektor infrastruktur yang diatur dalam Peraturan 

Presiden ini.  

2. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah propinsi, atau 

bupati bagi daerah kabupaten, atau walikota bagi daerah kota.  

3. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi 

pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan 

kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan 

infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka 

meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.  

4.  Badan ... 
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4. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk 

perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi. 

5. Proyek Kerjasama adalah Penyediaan Infrastruktur yang 

dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin 

Pengusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah 

dengan Badan Usaha. 

6. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis untuk 

Penyediaan Infrastruktur antara Menteri/Kepala 

Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha yang ditetapkan 

melalui pelelangan umum. 

7. Izin Pengusahaan adalah izin untuk Penyediaan Infrastruktur 

yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah 

kepada Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan.  

8. Dukungan Pemerintah adalah dukungan yang diberikan oleh 

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha 

dalam rangka pelaksanaan Proyek Kerjasama berdasarkan 

Perjanjian Kerjasama.  

 

 

BAB II 

TUJUAN, JENIS, BENTUK DAN PRINSIP KERJASAMA  

 

Pasal 2 

(1)   Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama 

dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.    

(2) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah bertindak 

selaku penanggung jawab Proyek Kerjasama. 

Pasal  3 ... 
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Pasal 3 

Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur antara Menteri/Kepala 

Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha dilakukan dengan 

tujuan untuk: 

a.  mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam 

Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;  

b. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui 

persaingan sehat; 

c.  meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam 

Penyediaan Infrastruktur; 

d. mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar 

pelayanan yang diterima, atau dalam hal-hal tertentu 

mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.   

 

Pasal 4 

(1) Jenis Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan 

Usaha mencakup: 

a. infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai 

atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;    

b. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol; 

c. infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;  

d. infrastruktur air minum yang meliputi bangunan 

pengambilan air baku,  jaringan transmisi, jaringan distribusi, 

instalasi pengolahan air minum;  

e. infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengolah air 

limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana 

persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat 

pembuangan; 

f. infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan 

telekomunikasi; 

g.  infrastruktur ... 
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g. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, 

transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan 

h. infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, 

penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi 

minyak dan gas bumi.  

(2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dikerjasamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di sektor yang bersangkutan.    

 

Pasal 5 

(1)  Kerjasama Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan 

Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dilaksanakan melalui : 

a. Perjanjian Kerjasama; atau  

b. Izin Pengusahaan. 

(2) Bentuk kerjasama Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah 

dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan antara Menteri/Kepala 

Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha sepanjang tidak 

bertentangan dengan  peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

 

Pasal 6 

Kerjasama Penyediaan Infrastruktur antara Menteri/Kepala 

Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan 

prinsip: 

a. adil, berarti seluruh Badan Usaha yang ikut serta dalam proses 

pengadaan harus memperoleh perlakuan yang sama; 

 

b.  terbuka ... 
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